Wabup Dukung Penguatan Kerjasama Lindungi Pekerja Migran
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Gorontalopost.co.id, LIMBOTO — Wakil Bupati Gorontalo Tony S Junus mendukung penuh
kerjasama penguatan perlindungan pekerja migran. Ini terungkap saat Wakil Bupati Tony S Junus
menerima kunjungan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sulawesi Utara

bersama jajaran P4AMI Gorontalo, akhir pekan kemarin.

Wabup Tony, terlihat menyambut baik silaturahmi itu, sekaligus menyampaikan apresiasi atas
kolaborasi yang selama ini telah terjalin antara Pemkab Gorontalo dan BP2MI. “Kerja sama
penyebarluasan informasi, pencegahan PMI nonprosedural, dan penguatan kelembagaan terus kita

dukung,” ujar Tonny.

Dalam kesempatan itu, Wabup Tonny menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk
menindaklanjuti program bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan

BP2MI melalui berbagai kegiatan yang dijalankan Dinas Tenaga Kerja.

“Kerja sama ini akan terus kita tindak lanjuti agar perlindungan terhadap pekerja migran semakin
maksimal,” pungkasnya. Dalam pertemuan tersebut, Wabup Tonny didampingi oleh Kepala Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo, Kisman Ishak, ST, MM. (Wie)
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1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia, mengatur bahwa:
a. Pasal 2 menyatakan bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki asas:
1) Keterpaduan;
2) Persamaan hak;
3) Pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia;
4) Demokrasi,
5) Keadilan sosial;
6) Kesetaraan dan keadilan gender;
7) Nondiskriminasi;
8) Anti-perdagangan manusia;
9) Transparansi;
10) Akuntabilitas; dan
11) Berkelanjutan.
b. Pasal 3 menyatakan bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk:
1) Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja
Migran Indonesia; dan
2) Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan
keluarganya.
c. Pasal 5 menyatakan bahwa Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri
harus memenuhi persyaratan:
1) Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
2) Memiliki kompetensi;
3) Sehat jasmani dan rohani;
4) Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
5) Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
d. Pasal 7 menyatakan bahwa Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran
Indonesia meliputi:
1) Pelindungan Sebelum Bekerja;
2) Pelindungan Selama Bekerja; dan
3) Pelindungan Setelah Bekerja.
e. Pasal 33 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan
perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan

internasional.
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2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja

Migran Indonesia, mengatur bahwa:

a. Pasal 1 menyatakan bahwa Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1)

2)

3)

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan
calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam
mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum
bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial;
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah
lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam
pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu;

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau

telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

b. Pasal 3, pada:

1)

2)

Ayat (1) menyatakan bahwa BP2MI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan;

Ayat (2) menyatakan bahwa BP2MI dipimpin oleh Kepala.

c. Pasal 4 menyatakan bahwa BP2MI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan dalam

rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu;

d. Pasal 5, pada:

1)

Ayat (1) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, BP2MI menyelenggarakan fungsi:

a) Pelaksanan kebijakan di bidang penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia;

b) Pelaksanaan pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

c) Penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan Pekerja Migran Indonesia;

d) Penyelenggaraan pelayanan penempatan;

e) Pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial;

f) Pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;

g) Pelaksanaan verifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia;

h) Pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas dasar perjanjian secara tertulis
antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara pemberi kerja Pekerja Migran
Indonesia dan/atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.

1) Pengusulan pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan Pekerja
Migran Indonesia kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang ketenagakerjaan terhadap perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
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j) Pelaksanaan perlindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan
Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;

k) Pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja Migran Indonesia;

1) Pelaksanaan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia dan
keluarganya;

m) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi
kepasa seluruh unit organisasi di lingkungan BP2MI,;

n) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di
lingkungan BP2MI; dan

o) Pengawasan internal atas pelaksanaan tugas BP2MI.

2) Ayat (2) menyatakan bahwa Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BP2MI

menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai:

a) Standar perjanjian kerja, penandatanganan, dan verifikasi;

b) Biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan

c) Proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja.
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